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PUTUSAN
Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:
Pemohon, tempat tanggal lahir Jelenga 31 Desember 1969, umur 49 tahun
,agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Dusun Jelenga, RT.010
RW.005, DesaBeru, kecamatan Jereweh,
Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut
sebagai :”Pemohon”
Melawan:
Termohon, tempat tanggal lahir Jelenga 31 Desember 1973, umur 45 tahun,
agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Dusun Jelenga, RT.010
RW.005,Desa Beru, Kecamatan
Jereweh,Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya
disebut sebagai:"Termohon”

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti tulis dan para

saksi Pemohon di muka persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 vyang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor
0077/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal 15 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
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1.Bahwa pada tanggal 24 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, sebagaimana tercatat
Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0062/11/V11/2003, tertanggal 24 Juli
2003, dan karena Kutipan Akta Nikah hilang, maka dibuatkanlah Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor:B-61/Kua.19.09.2/PW.01/3/2019, tertanggal
14 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempa ttinggal
dirumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Jelenga, Desa Beru,
Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang
anak, yang masing-masing bernama :

- Anak, umur 13 tahun;
- Anak, umur 8 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama
dengan Pemohon;

4.Bahwa sejak 17 Januari 2015, kehidupan rumah tangga pemohon dengan
Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Pemohon denganTermohon yang terus menerus dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

- Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
denganTermohon tersebut terjadi pada tanggal 17 Januari 2015,yang
akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama
4 tahun 2 bulan, yang Meninggalkan kediaman bersama adalah
Termohon;

6.Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon
maupunTermohon;
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon Sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma
agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon denganTermohon;

8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

thalak satu raj’i terhadap termohon (Termohon) didepan sidang
Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum

tetap;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap
dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap
dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan
Agama Taliwang Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal 21 Maret 2019, 28
Maret 2019 dan tanggal 11 April 2019, yang dibacakan dipersidangan telah
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi
nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara

prodeo dengan menyertakan alat bukti (P.1), fotokopi Surat Keterangan Tidak
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mampu nomor:440/10/DB/111/2019 tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan
oleh An. Kepala Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa
Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan
dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan
Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada para pihak, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan Majelis Hakim telah mengabulkannya
dengan mengutip amar Putusan Sela Nomor: 0077/Pdt.G /2019/PA.Tlg
tanggal 24 April 2019 yang berbunyi:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

2. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor:

52070131112690014 Tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan

oleh Provinsi Nusa Tengga Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti

surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan
dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera

Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Fotokopi Duplikat  Kutipan ~ Akta  Nikah Nomor:b-

61/Kua.19.09.2/PW.01/3/2019 tanggal 14 Maret 2019, yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh,

Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel

dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.3;
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Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga
telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Paetani, tempat
tinggal di Dusun Jelenga RT.010 RW.005, Kelurahan Beru, Kecamatan
Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah Paman Pemohon.

- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Pemohon dan Termohon

dilaksanakan.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah Pemohon di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten

Sumbawa Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon

rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini tidak

harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya menurut Termohon kepada saksi karena

antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan

Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 4

tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 5 tahun yang lalu;

- Bahwa usaha damai serta nasehat yang telah dilakukan tidak

berhasil dan Pemohon menyatakan mau bercerai dengan Termohon;
2.Nama Saksi Il, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
tinggal di Dusun Jelenga, RT.012 RW. 005, Desa Beru, Kecamatan Jereweh,

Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah paman Pemohon.
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- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Pemohon dan Termohon

dilaksanakan.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah Pemohon di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten

Sumbawa Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon

rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini tidak

harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya menurut Termohon kepada saksi karena

antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan

Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 4

tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 5 tahun yang lalu;

- Bahwa usaha damai serta nasehat yang telah dilakukan tidak

berhasil dan Pemohon menyatakan mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama
Taliwang untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti
bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum
Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
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Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama
Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa
foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat
oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh
karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara
Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan
Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang
secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah
dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah
memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga
perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai, tetapi tidak
berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di
upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara
ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan,
tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap
dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya,
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak
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hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.
Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan
pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di
persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil
permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon
tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fighiyyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim;

Y pllle 568 s pls praluiall 8> o oS> Gl o5 s
e

Artinya :@ "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan

itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya,”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai
tetangga Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon,
yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka
persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai
berikut:

= Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan
telah dikaruniai 2 orang anak.

= Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran.
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= Bahwa penyebabnya karena Termohon telah menikah lagi dengan
laki-laki lain;

= Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
5 tahun yang lalu sampai sekarang;

= Bahwa nasehat dan upaya damai yang telah dilakukan tidak berhasil,
karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon
yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis lagi dan telah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagaimana
layaknya suami istri sampai persidangan terakhir selama 5 tahun, maka
Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia
sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak tercapai;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap bahwa selama 5
tahun telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
berhubungan (komunikasi) lagi bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan
lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga sudah tidak
mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun
secara yuridis mereka masih terikat dengan tali perkawinan yang syabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, pula telah ternyata
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal
tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak
ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam
Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Vs e lgsd iy ans aly ouzs 1 bl o bias > & Mall o Ui o MYl 25
3l Gle oS Ol o liro,loiw Y1 OY Tou 8 0o 8900 arzg )l ala )l puai puzs e
alsnll 7o, oLl 1329 2 £9all ol cpazgll

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan
hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan
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perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan
penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam
surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

oale grow alll oL6 3Vl [90 ¢ Ol g
Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai
bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak
mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon
untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan
hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena
Pemohon tergolong orang yang tidak mampu (miskin) sesuai dengan
Putusan Sela Nomor: 0077/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal 24 April 2019, maka
kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena
miskin;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak
hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indanesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Taliwang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1440 Hijriyah, oleh RIDWAN, S.HI.
yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Taliwang sebagai Ketua Majelis
NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD SALEH, SH. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd
RIDWAN, S.HI.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
NURUL FAUZIAH, S.Ag. RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Perincian Biaya Perkara: Nihil

Salinan sesuai dengan aslinya
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Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.
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